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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. ORI DIY sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi administrasi 

layanan publik memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan publik 

yang efektif dan efisien. Di tengah situasi pandemi, ORI DIY melakukan 

beberapa inovasi dalam pelayanan dan tetap melakukan tugas-tugasnya 

meskipun melalui daring. ORI DIY memiliki dua tugas pokok yaitu 

mencegah maladministrasi dan memeriksa laporan dugaan maladministrasi 

yang berasal dari laporan atau investigasi atas prakarsa sendiri. ORI DIY 

dalam melaksanakan tugas tersebut sudah berpegang pada asas dan nilai ke-

Ombudsman-an khususnya dalam pengawasan pelayanan publik bidang 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19. 

2. Diketahui selama masa pandemi Covid-19 ditemukan masih banyak kendala 

dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik tersebut. Pertama, 

terkendala oleh para anggota ORI DIY juga terpapar virus covid-19 sehingga 

pengawasan tidak dapat berjalan secara maksimal. Kedua, tidak 

dilibatkannya ORI DIY dalam gugus tugas Covid-19 selama awal pandemi 

Covid-19 sehingga tidak mengetahui transparansi terkait data paparan 

Covid-19 di wilayah DI Yogyakarta. Untuk mengatasi kendala-kendala 
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tersebut ORI DIY membuka Posko Pengaduan Covid-19 yang dapat diakses 

oleh setiap warga DIY secara daring dan setelah membuka Posko Pengaduan 

Covid-19 ORI DIY baru dilibatkan lebih lanjut dalam gugus tugas 

penanganan Covid-19 di DIY. 

B. Saran 

Pemerintah sebaiknya menyiapkan orang yang secara khusus 

menangani, menanggapi, dan menindaklanjuti segala aduan dan keluhan dari 

masyarakat terkait pelayanan publik yang terjadi selama masa pandemi Covid-

19 agar khusus masalah pelayanan publik ditangani oleh satu pintu yang sama 

sesuai dengan asas kepatutan. Perbaikan dan transparansi data yang akurat, 

pendataan di pemerintahan harus mampu menyajikan data yang akurat agar 

pelayanan yang diberikan dapat tepat sasaran. Inovasi disemua sektor 

pelayanan publik agar dapat diakses secara daring selama masa pandemi Covid-

19. Perlu adanya pendampingan dan pelatihan rutin bagi semua asisten ORI 

DIY agar kualitas sumber daya manusia menjadi mumpuni dan ahli dalam 

bidang pencegahan, pengawasan, penyelesaian kasus serta agenda peningkatan 

kualitas pelayanan publik lain 
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